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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  putusan dari Majelis Hakim 
dalam memutus suatu perkara perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah 
dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surakarta serta dapat atau tidak 
Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya 
nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam memutus suatu perkara perceraian di 
Pengadilan Agama, Majelis Hakim selalu mengacu pada peraturan yang ada yaitu 
Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Karena dalam memutus suatu perkara perceraian Majelis Hakim  harus sesuai 
antara permasalahan yang terjadi dengan alasan-alasan perceraian yang telah 
tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerinta Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. (2) Pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian 
dengan tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga, karena kembali lagi dalam 
Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian serta  
didalam beberapa alasan tersebut tidak dijelaskan mengenai tidak terpenuhinya 
nafkah menjadi alasan perceraian. 
 
Kata Kunci: perceraian, tidak terpenuhinya nafkah, pandemi covid-19 
 
Abstract 
The purpose of this study is to find out the decision of the Panel of Judges in 
deciding a divorce case on the grounds of not fulfilling a living during the Covid-
19 Pandemic at the Surakarta Religious Court and whether or not the Covid-19 
pandemic can be used as a reason for divorce with not fulfilling a living. This 
research is a descriptive normative legal research. The results of the study indicate 
that (1) In deciding a divorce case in the Religious Courts, the Panel of Judges 
always refers to the existing regulations, namely the Compilation of Islamic Law 
and also Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the 
Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Because in 
deciding a divorce case the Panel of Judges must match the problems that occur 
with the reasons for divorce which have been listed in the Compilation of Islamic 
Law and also Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the 
Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. (2) The Covid-
19 pandemic cannot be used as a reason for divorce by not fulfilling a living in the 
household, because again in the Compilation of Islamic Law regarding the reasons 
for divorce and in some of these reasons it is not explained about the non-
fulfillment of a living being the reason for divorce. 
 
Keywords: divorce, unfulfilled living, covid-19 pandemic 
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1. PENDAHULUAN 
Perkawinan merupakan suatu hal yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t untuk 
manusia, dimana perkawinan merupakan suatu permasalahan yang cukup 
mendasar yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan 
suatu sarana dalam membentuk keluarga. Perkawinan juga merupakan suatu 
kodrat dari Allah s.w.t yang ditujukan kepada manusia untuk memenuhi hasrat 
seksualnya. Dalam perkawinan telah memuat unsur sakral didalamnya, karena 
perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wasman dan Nuroniyah, 
2011). Tidak hanya masalah yang mendasar bagi kehidupan manusia, perkawinan 
juga merupakan perbuatan yang mulia, karena perkawinan mampu menyatukan 
batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk 
keluarga yang kekal dan bahagia (Azizah, 2012). 
Dalam Agama Islam, perkawinan adalah salah satu perbuatan yang 
dianjurkan oleh Allah s.w.t. lantaran perkawinan adalah cara untuk melestarikan 
keturunan manusia demi mancapai kebahagiaan yang nyata dalam hidup (Sabiq, 
1973). Kedudukan perkawinan sangat penting menurut Agama Islam, karena 
perkawinan telah mengatur mengenai banyak hal didalamnya, sehingga dalam 
perkawinan tidak hanya mengatur tentang tata pelaksanaannya saja (Soemiyati, 
1986). 
Anjuran dalam melakukan perkawinan juga memiliki hikmah yang dapat 
dirasakan manfaatnya, sesuai dengan Q.S. Ar-Ra’d: 38, yang berbunyi: 
 
 َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن يَۡأتَِي بِ 
يَّةاۚٗ ا َوُذرِّ جا ن قَۡبلَِك َوَجَعۡلنَا لَهُۡم أَۡزَوَٰ ََّ بِذِۡذنِ َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرُسٗلا مِّ ِِۗ  ايٍَة لِ ٱّللَّ
٨٣لُِكلِّ أََجٖل ِكتَاب    
Artinya: “Dan sesungguhnyaKami telah mengutus beberapa Rasul 
sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan 
keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan suatu 
ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. Q.S. Ar-
Ra’d: 38 (Wibisana, 2016).” 
Ulama memberikan pendapat mengenai hukum dari perkawinan, yang 
mana disebutkan bahwa hukum dari perkawinan yaitu wajib, sunah dan haram 
(Mawardi, 1984). Perkawinan dikatakan haram ketika seseorang baik suami 
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maupun istri tidak menjalankan kewajiban selayaknya sebagai suami istri dalam 
kehidupan rumah tangga. Persoalan perkawinan sangat mencakup terhadap 
beberapa hubungan, terutama dalam hubungan mengenai kehidupan manusia, 
dimana setiap individu akan memiliki perasaan emosi sehingga mudah dalam 
rumah tangga timbul perselisihan, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan 
kepastian hukum. 
Pada dasarnya dari semua tujuan perkawinan yang terlaksana, hanya satu 
tujuan yang akan dicapai yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan 
wa rahmah yang mana dalam keluarga terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara 
suami istri sehingga timbul kenyamanan didalamnya, dalam hal ini telah 
disebutkan dalam Al-Quran Q.S. Ar-Ruum: 21, yang berbunyi: 
ةا وَ  َودَّ ا لِّتَۡسُكنُٓواْ لِلَۡيَها َوَجَعَل بَۡينَُكم مَّ جا ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ تِِهۦٓ أَۡن َخلََق لَُكم مِّ  لِنَّ فِي َوِمۡن َءايََٰ
َرۡحَمة ۚٗ
ٖت لِّقَۡوٖم يََتفَكَُّرونَ  لَِك ََلٓيََٰ
َٰ
١٢ َذ  
Artinya:”dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.s. Ar-Ruum:21) 
Telah dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap usaha untuk tidak 
menghargai suatu hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci 
oleh Allah s.w.t, hal tersebut termasuk dengan merusak kebahagiaan sehingga 
tidak akan mendapatkan manfaat dalam rumah tangga. Maka dari itu, ketika 
suami dan istri terlibat perselisihan, adakalanya dibicarakan secara baik-baik 
terlebih dahulu, agar dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga dapat mencegah 
terjadinya suatu perceraian (Wasman dan Nuroniyah, 2011). 
Seperti dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama 
Surakarta, salah satu diantaranya adalah kasus dalam Putusan Nomor : 
888/Pdt.G/2020/PA.Ska. Pada kasus perceraian dalam Putusan Nomor : 
888/Pdt.G/2020/PA.Ska disebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh 
Penggugat (istri) terhadap Tergugat  (suami) dengan alasan karena tidak 
terpenuhinya nafkah lahir oleh sang suami kepada sang istri dan juga anak-
anaknya.  
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Dalam kasus ini tidak hanya pemenuhan nafkah saja yang 
dipermasalahkan, tetapi juga dari pihak Tergugat yang telah membiarkan atau 
tidak mempedulikan Penggugat, kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Pihak 
Tergugat juga telah melanggar sighat ta’lik talak yang telah diucapkan oleh 
Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu: tidak memberi 
nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) selama 6 
(enam) bulan lamanya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan 
masalah yakni : (1) Bagaimana putusan majelis hakim dalam memutus perkara 
perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah dimasa Pandemi Covid-19 di 
Pengadilan Agama Surakarta? (2) Apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan 
alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah? 
Kemudian tujuan dicapainya oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) 
Untuk mengetahui putusan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian 
dengan tidak terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian dimasa Pandemi 
Covid-19 di Pengadilan Agama Surakarta. (2) Untuk mengetahui bahwa dapatkah  
Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya 
nafkah. 
Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam peneltian ini 
adalah : (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 
dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Islam. (2) Dapat digunakan sebagai 
bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang tidak 
terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian. 
 
2. METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif. 
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif  dimana 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder 
lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini 
terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan, yang berupa dokumen, berkas perkara, buku literatur,, buku hasil 
penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang 
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diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti dan juga dilakukan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian dan 
pembahasan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Putusan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan 
Alasan Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19 Di 
Pengadilan Agama Surakarta 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis untuk lebih mendekatkan dan 
fokus pada permasalahan penelitian yang ada, serta memberikan deskripsi yang 
jelas mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena tidak 
terpenuhinya nafkah pada masa Pandemi Covid-19 yang telah diputus oleh 
Pengadilan Agama Surakarta.  
Keadaan ekonomi yang semakin sulit akibat dari Pandemi Covid-19, serta 
semakin tingginya harga bahan-bahan pokok sehingga dalam pemenuhan 
kebutuhan sangat mengalami kesulitan, hal ini membuat beberapa pasangan 
rumah tangga terlibat perselisihan karena terus menerus mengeluh mengenai 
kenaikan harga bahan pokok serta menurunnya pendapatan dalam rumah tangga. 
Tidak sedikit keluarga yang tengah mengalami guncangan ekonomi akibat 
pandemi yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk menyelesaikan hubungan 
mereka dengan perceraian. Karena adanya Pandemi Covid-19 ini memberikan 
dampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan dalam rumah tangga. 
Dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 pemerintah 
mengeluarka kebijakan kepada masyarakat, yaitu dengan menetapkan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) atau “Stay At Home”. Penetapan ini telah 
dilaksanakan pada bulan April tahun 2020, sehingga untuk memajukan program 
ini pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berada dirumah serta 
melakukan beberapa aktivitas dirumah, seperti belajar mengajar, beribadah 
bahkan hingga bekerja.  
6 
Dengan ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  dalam 
masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang menanggapi hal ini dengan positif. 
Banyak yang masih mempertimbangkan hal lain demi manyambung hidup 
mereka. Karena dengan adanya kebijakan tersebut akan semakin membuat 
turunnya penghasilan masyarakat, akibat dari aktivitas ekonomi yang semakin 
terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya.  
Masyarakat yang biasanya melakukan aktivitasnya diluar rumahpun 
menjadi berkurang serta sangat terbatas ruang geraknya karena harus lebih lama 
menghabiskan waktu dirumah demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19, 
sehingga dalam keadaan ini masyarakat sangat merasa kesulitan dalam menambah 
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka.  
Adanya konflik dalam rumah tangga serta permasalahan yang terjadi di 
dalam rumah tangga seperti terjadinya penurunan kondisi perekonomian, 
perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan karena timbul rasa 
benci akibat terlalu sering berselisih paham, bahkan salah satu pihak memilih 
meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang jelas, sehingga mereka 
melakukan perceraian sebagai jalan keluar.  
Dalam memutus suatu perkara perceraian, Hakim harus adil, tidak 
membela sepihak. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara perceraian 
Hakim harus melihat hubungan-hubungan permasalahan serta keterkaitan antara 
permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain yang dapat menyebabkan 
perceraian terjadi. Namun tidak hanya itu, Hakim juga harus melihat dan mengacu 
pada peraturan yang ada, yaitu Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang mengatur.  
Seperti dalam perkara Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska yang menjadi 
alasan perceraian terjadi adalah karena tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah 
tangga dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai 
nafkah sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga. Jika dilihat dalam perkara 
Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska, kasus yang terdapat dalam perkara tersebut tidak 
hanya pemenuhan nafkah saja, namun terdapat hal lain yang mendorong 
terjadinya perceraian, yaitu dimana suami telah melanggar sighat talik talak yang 
diucapkan saat melakukan akad pernikahan. 
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Dalam perkara  Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska putusan yang diberikan 
oleh Hakim adalah tepat karena Hakim dalam memutus perkara tidak hanya 
melihat dalam satu permasalahan saja yaitu mengenai permasalahan ekonomi. 
Namun Hakim juga melihat permasalahan yang lain yang menyebabkan 
perceraian terjadi. Dijelaskan dalam perkara Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska 
terdapat hal-hal lain yang mendorong pihak istri untuk mengajukan gugatan 
perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, yaitu bahwa seringnya suami dan istri 
mengalami perselisihan dan percekcokan di dalam rumah tangga, serta perlakuan 
suami terhadap istri yang berupa melanggarnya sighat talik talak. 
3.2 Dapat atau tidak Pandemi Covid-19 untuk dijadikan sebagai alasan 
perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah 
Perceraian kerap sekali terjadi di beberapa wilayah, terutama di Indonesia. Dalam 
kondisi sedang dilanda Pandemi Covid-19 dimana sistem perekonomian yang 
semakin menurun akibat dari banyaknya perusahaan yang merumahkan karyawan 
sehingga berdampak terhadap keadaan perekonomian masyarakat yang semakin 
menurun. Pada kondisi ini tingkat perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah 
memang sering terjadi diberbagai wilayah. Banyak pasangan rumah tangga yang 
mengajukan perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah, padahal sudah 
jelas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai 
nafkah sebagai alasan perceraian.  
Dalam perkawinan yang mana antara laki-laki dan perempuan telah 
mengikat satu sama lain untuk bersama-sama, sehingga dalam hal ini segala 
bentuk tanggung jawab antara mereka sudah dimulai. Seperti halnya kewajiban 
seorang istri yaitu melayani suami dengan penuh kesetian, begitu juga kewajiban 
suami adala memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya (Abdullah dan 
Saebani, 2013). Dalam sebuah keluarga dimana suami sebagai imam serta 
pemimpin keluarga juga pelindung keluarga, sehingga suami juga harus menjamin 
hidup istri dan anaknya sebaik mungkin (Sugono, 1994). 
Dalam buku syari’at islam mengenai nafkah yang memiliki arti segala hal 
yang mencakup mengenai kebutuhan istri dan anaknya merupakan tanggung 
jawab seorang suami, sehingga suami harus memenuhi kebutuhan istri dan 
anaknya baik dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Abdurrahman, 1992). 
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Dalam pemberian nafkah juga merupakan suatu ketentuan yang berasal dari Allah 
s.w.t untuk suami, sehingga apabila suami melaksanakan kewajiban tersebut, 
maka suami telah melakukan amal kebaikan yang akan mendapatkan balasan baik 
didunia maupun diakhirat. Namun sebaliknya, apabila suami tidak melaksanakan 
kewajiban tersebut maaka suami tidak akan merasakan kebahagiaan karena hal itu 
sama saja telah menelantarkan istri dan juga anaknya. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat , bahwa Pandemi Covid-19 
tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah. 
Perceraian dapat terjadi kapan saja dan dengan berbagai macam alasan yang 
mendorongnya. Sehingga perceraian tidak hanya dapat terjadi karena faktor tidak 
terpenuhinya nafkah saja. Melainkan terdapat unsur yang terkait didalamnya.  
Sesuai dalam perkara Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska alasan terjadinya 
perceraian dominan dengan tidak dipenuhinya nafkah dalam rumah tangga maka 
dari perkara tersebut, perceraian tidak dapat dilakukan jika hanya dengan alasan 
tidak terpenuhinya nafkah, melainkan dalam perkara tersebut juga terdapat 
perselisihan yang terus-menerus terjadi antara suami dengan istri, bahkan sebelum 
dikaruniainya seorang anak, serta ketidak pedulian suami kepada keluarganya 
yang mana telah meninggalkan keluarganya selama lebih dari satu tahun lamanya, 
sehingga alasan tersebut dapat dijadikan sebagai penyebab perceraian yang 




Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, penulis mempunyai 
beberapa kesimpulan atas pembahasan mengenai alasan perceraian karena tidak 
terpenuhinya nafkah di masa Pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut: Dasar 
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska 
yaitu mengacu pada peraturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 dan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Karena dalam 
perkara Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Ska permasalahan tidak hanya mengenai tidak 
terpenuhinya nafkah, tetapi juga terdapat masalah dimana pihak suami telah 
membiarkan atau tidak mempedulikan isterinya selama 1 (satu) tahun lamanya. 
9 
Oleh karena itu hakim tidak bisa asal memutus perkara sebelum melihat peraturan 
yang ada. 
Pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian karena 
tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga, hali itu terjadi karena telah 
disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan alasan-
alasan terjadinya perceraian, dan didalam alasan tersebut tidak dijelaskan 
mengenai tidak terpenuhinya nafkah menjadi penyebab perceraian. Namun, ada 
beberapa faktor yang mendorong terjadinya perceraian, seperti seringnya 
bertengkar atau berselisih paham, lalu suami melanggar sighat ta’lik talak yang 
diucapkan saat akad nikah dilakukan, yaitu seperti tidak memberikan nafkah 
selama 3 (tiga) bulan lamanya, tidak mempedulikan selama 6 (enam) bulan 
lamanya. Oleh karena itu, jika tidak diberi nafkah saja tidak bisa menjadi alasan 
perceraian terjadi terutama di masa Pandemi Covid-19. 
4.2 Saran  
Perceraian bukan merupakan suatu solusi yang utama, apabila dalam suatu rumah 
tangga terdapat perselisihan, maka dalam Islam telah memberikan suatu nasehat 
supaya mereka mampu menahan diri dan mencari jalan keluar, agar tidak terjadi 
suatu perceraian. 
Dalam hal ini Pengadilan Agama agar sebisa mungkin untuk tetap 
memegangt teguh prinsip dalam memperkecil angka perceraian, mengingat 
dampak dari perceraian sangatlah buruk bagi generasi yang akan datang. 
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